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ABSTRAK 

 

M. Rizky Kurniawan, (2023):  IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH 

PADA  BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) 

USAHA GABUNGAN TERPADU (UGT) 

NUSANTARA KOTA PEKANBARU 

 

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu pembiayaan yang paling banyak 

disukai oleh nasabah karena bersifat profitable dan sangat mudah dalam penerapannya. 

Dalam penerapan pembiayaan murabahah BMT memiliki peran sebagai pembeli dan penjual 

barang halal yang dibutuhkan oleh para nasabah. Namun demikian jumlah nasabah tidak 

selalu bertambah, terkadang fluktuatif atau tidak menentu. Adapun tujuan untuk mengetahui 

implementasi akad murabahah pada BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara dan 

untuk mengetahui kelemahan prosedur akad murabahah pada BMT Usaha Gabungan 

Terpadu (UGT) Nusantara. 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian 

kuliatatif deskriptif. Dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan 

pihak BMT UGT Nusantara sebagai informan penelitian. 

Adapun implementasi pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara sebagai 

berikut. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Murabahah : Mengisi formulir pengajuan 

pembiayaan, melengkapi persyaratan administrasi, pengecekan data pemohon di BI checking 

atau Slik OJK sebagai bahan pertimbangan. Prosedur Penilaian Kelayakan Pembiayaan 

Murabahah dengan cara penilaian 5C : Caracter, Capacity, Capital, Collateral, Condition. 

Prosedur Pencairan Pembiayaan Murabahah : BMT membelikan langsung dengan harga 

pokok dan keuntungan yang telah disepakati, atau BMT melakukan akad murabahah bil 

wakalah. Penyelesaian Pada Pembiayaan Murabahah Bermasalah : resechedule atau 

penjadwalan kembali tagihan pembiayaan, Restructuring atau mengatur ulang jumlah kredit 

yang diberikan, Penghapusan hutang keuntungan dan nasabah hanya perlu membayar pokok 

harga barang pembelian beberapa faktor yang menyebabkan  pembiayaan murabahah di BMT 

UGT Nusantara mengalamai fluktuatif yaitu kurangnya mengikuti trend konsumtif yang ada 

di kalangan msyarakat sekarang, yang mana sistem pembiayaan virtual atau online lebih 

mudah tanpa harus datang ke BMT 

 

Kata Kunci: BMT, implementasi, Murabahah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATARBELAKANG 

Faktor penting yang melatarbelakangi lahirnya bank syariah maupun 

lembaga keuangan syariah lainnya adalah pelarangan riba secara tegas dalam 

Alquran. Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli 

maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip 

mu’amalah dalam Islam. 

Kemudian lahirlah Bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1992, 

yaitu Bank Muamalat Indonesia. Dan pemerintah mendukung adanya hal tersebut 

dengan mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1992 yang menjadi tonggak awal 

beroperasinya perbankan syariah. Selanjutnya diamandemen dengan UU No. 1o 

Tahun 1998. Pada tahun 2008, UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah 

diberlakukan yang diberlakukan khusus.
1
 

Sedangkan untuk koperasi syariah/ BMT, Undang-Undang No.25 Tahun 

1992 tentang Koperasi yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 

2012 tentang Koperasi. KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). 

Aturan hukum tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan 

(JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) serta Standar Operasional Prosedur 

(SOP) dan Standar Operasional Menejemen (SOM) yang tunduk pada PERMEN

                                                             

1
 Heri sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi,  

(Yogyakarta: Ekonesia, 2004), h. 96 
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Nomor 352/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman standar Operasional 

Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Usaha Jasa Keuangan 

Syariah. Kemudian UU No. 1 Tahun 2013 mengkategorikan BMT sebagai 

Lembaga Keuangan Mikro (“LKM”) dan mengatur bahwa LKM haruslah 

berbentuk badan hukum koperasi atau perseroan terbatas.
2
 

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi 

BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 

Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi 

dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 

09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. Dan pada bulan Desember 

2020 melakukan PAD dengan perubahan nama kSPPS BMT UGT Nusantara. 

BMT UGT Nusantara didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam 

satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) 

yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan 

pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para 

simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur. 

BMT UGT Nusantara membuka beberapa unit pelayanan anggota di 

kabupaten/kota yang dinilai potensial. Alhamdulillah, pada saat ini BMT UGT 

                                                             
2
 Novita Dewi Masyithoh, Analisis Normatif Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang 

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas sattus badan hukum dan pengawas Baitul Maal wat 

Tamwil (BMT), (Economica: jurnal pemikiran dan penelitian ekonomi islam, vol. V, 2014) h. 19 
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Nusantara sudah memiliki 298 kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan 

Kantor Kas yang tersebar di 10 Provinsi se Indonesia. 

Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan 

secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. 

Pengurus BMT UGT Nusantara periode 2019-2022 telah merumuskan visi dan 

misi baru yang lebih membumi dan sejalan dengan jatidiri santri.  Visi baru yaitu 

Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat yang kami singkat menjadi 

MANTAB. 

Selain itu,  misi BMT UGT Nusantara juga diperbarui yaitu mengelola 

koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri, menerapkan sistem syariah yang sesuai 

dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), 

menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkokoh sinergi 

ekonomi antar anggota, memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, 

memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan meningkatkan 

kesejahteraan anggota dan umat.
3
 

Dalam hal penyaluran dana BMT kepada masyarakat bisa melalui berbagai 

macam pembiayaan baik itu jual beli, sewa-menyewa, kerjasama ataupun lainnya. 

Dalam konteks keuangan syariah implementasi akad jual beli merupakan cara 

yang banyak ditempuh dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat. 

                                                             
3
 BMT UGT Sidogiri, Sejarah BMT-UGT Sidogiri, diakses pada tanggal 12 Juni 2023 

dari http://bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-6.html. 
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Produk dari lembaga keuangan syariah tersebut yang didasarkan ada akad jual beli 

ini terdiri dari murabahah, salam dan istishna.
4
 

Salah satu akad yang dipergunakan dalam pembiayaan syariah adalah akad 

murabahah, yaitu: “akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan 

keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
5
 Dalam 

pembiayaan murabahah keuntungan (margin) yang diperoleh lembaga keuangan 

syariah diketahui oleh nasabah, dan nasabah melakukan pembayaran secara 

angsuran sesuai dengan harga dan tempo yang ditetapkan dalam akad. Melalui 

akad murabahah, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh 

barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai lebih dulu. 

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu pembiayaan yang paling 

banyak disukai oleh nasabah karena bersifat profitable dan sangat mudah dalam 

penerapannya. Dalam penerapan pembiayaan murabahah BMT memiliki peran 

sebagai pembeli dan penjual barang halal yang dibutuhkan oleh para nasabah. 

BMT membeli barang sesuai dengan kebutuhan nasabah kemudian barang 

tersebut dijual kembali kepada nasabah dengan harga pokok dan ditambah bagi 

hasil sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli yang terjadi diawal.
6
 

                                                             
4
 Khotibul Umam, Setiawan  Budi Utomo, Perbankan Syariah: dasar-dasar dan 

dinamika perkembangannya di Indonesia, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), h. 103. 

5
  Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung: Alfabeta, 

2013), h. 11 

6
 Dian Junitasari, Risma Wira Bharata, Penerapan pembiayaan murabahah pada Kantor 

Kas BMT Dana Barokah Muntilan Kabupaten Magelang,(Finansia: Jurnal Akuntansi dan 

Perbankan Syariah, vol. 3, 2020) h. 236 
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Namun demikian jumlah nasabah tidak selalu bertambah, terkadang 

fluktuatif atau tidak menentu. Hal ini dibuktikan dengan data jumlah nasabah 

mulai dari Januari-Juni 2023 yang hanya berjumlah 80 orang nasabah. Pada bulan 

Januari jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah berjumlah 22 

orang, pada bulan Februari berjumlah 10 orang, bulan Maret 13 orang, April 10 

orang, Mei 17 orang dan bulan Juni 8 orang. 

Dari data jumlah nasabah yang tersebut, penulis melakukan wawancara 

dengan pihak BMT untuk menanyakan faktor penyebab jumlah nasabah yang 

fluktuatif. Dari hasil wawancara ada beberapa faktor penyebab tersebut, 

diantaranya : 

No Perspektif Masyarakat 

1 Masyarakat lebih memilih lembaga yang memberikan 

jasa keuangan yang lebih mudah, tanpa anggunan dan 

prosesnya lebih cepat 

2 Kurang pemahaman tentang halal haramnya riba dan 

proses akad murabahah itu sendiri dan beranggapan 

sama saja dengen leasing konvensional 

3 Masyarakat lebih memilih lembaga yang memberikan 

harga produk yang lebih murah 

7
 

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH  PADA 

                                                             
7
 Wawancara bersama karyawan BMT UGT NUSANTARA (Imron) 
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BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) USAHA GABUNGAN TERPADU 

(UGT) NUSANTARA KOTA PEKANBARU 

B. BATASAN MASALAH 

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya 

penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih 

terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan 

tercapai. Karena ada beberapa objek pembiayaan murabahah seperti pembiayaan 

modal kerja, KPR, kendaraan bermotor, maka penulis mengambil batasan masalah 

dalam penelitian ini adalah terfokus pada bagaimana akad pembiayaan 

murabahah kendaraan bermotor yang diterapkan oleh BMT Usaha Gabungan 

Terpadu (UGT) Nusantara. 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana implementasi pembiayaan murabahah dan apa kelemahan 

prosedur pembiayaan murabahah pada BMT Usaha Gabungan Terpadu 

(UGT) Nusantara? 

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. TUJUAN PENELITIAN 

a. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan murabahah dan 

kelemahan prosedur pembiayaan murabahah pada BMT Usaha 

Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara. 
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2. MANFAAT PENELITIAN 

a. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi 

Syariah (SE) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU). 

b. Untuk Kalangan Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat 

menambah masukan dan menelaah kajian ilmu pengetahuan, 

khususnya tentang penerapan akad murabahah di BMT Usaha 

Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara. 

c. Untuk BMT sebagai bahan kajian, rujukan dan perbandingan sekaligus 

mengembangkan produk pembiayaan murabahah. 

d. Untuk masyarakat sebagai penambahan wawasan mengenai produk 

pembiayaan syariah khususnya pembiayaan murabahah di BMT. 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami penelitian ini, maka 

penulis mengklasifikasikan penelitian dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari sub bab 

dengan perincian sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang, Batasan dan Rumusan 

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini akan menjelaskan tentang landasan teoritis dan penelitian 

terdahulu yang mendukung pembahasan masalah.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  
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Bab ini akan menjelaskan tentang metodologi penelitian seperti lokasi dan 

waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan 

analisis data.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini mencakup tentang gambaran umum perusahaan, hasil penelitian 

dan pembahasan.  

BAB V PENUTUP  

Bab ini berisi tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran-saran yang perlu 

disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian. 



 
 

9 

BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. TINJAUAN PUSTAKA 

1. BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) 

a. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) 

Istilah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebenarnya berasal dari 

dua kata, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Istilah baitul maal 

berasal dari kata bait dan al maal. Bait artinya bangunan  atau rumah, 

sedangkan al maal adalah harta benda atau kekayaan. Jadi, baitul maal 

dapat diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). 

Sedangkan baitul maal dilihat dari segi istilah fiqh adalah suatu 

lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurusi kekayaan Negara 

terutama keuangan, baik yang berlenaan dengan soal pemasukan dan 

pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran 

dan lain-lain.
8
 Sedangkan baitul tamwil, secara harfiah bait adalah 

rumah dan at- Tamwil adalah pengembangan harta. Jadi, baitul tamwil 

adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-

usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan 

pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung 

(berinvestasi).
9
 

                                                             
8
 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, h. 114 

9
 Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Menejemen Bisnis Syari’ah , Bandung, Alfabeta, 

2009, h. 18 
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Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri 

terpadu yang berintikan bait al-mal wa at-tamwil dengan kegiatan 

mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam 

meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan menengah 

dengan mendorong kegiatan menabnung dan menunjang pembiayaan 

ekonominya.
10

 

BMT adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah 

nonperbankan yang sifatnya informal karena lembaga ini didirikan 

oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan 

lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.
11

 

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) upaya pemberdayaan 

masyarakat lapisan bawah yang didukung oleh dana-dana dari para 

anggota komunitas Islam. BMT sebagai penggerak pada sektor riil 

dapat berkembang pesat jika didukung oleh tersedianya sumber dana 

yang memadai dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan pengelolaan 

organisasi atau SDM yang baik.
12

 

b. Prinsip-prinsip Baitul Mal wa Tamwil 

                                                             
10

 Ahmad Hasan Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wa Tanwil, Bandung, Pustaka Setia, 

2013, h. 23 

11
 Nurul Huda, Dkk, Baitul Mal wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis, Jakarta, Amzah, 

2016, h. 35. 

12
 Christina Tri Setyorini, dkk. Pengaruh komitmen organisasi, budaya organisasi dan 

keterlibatan kerja terhadap kinerja karyawan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). (Media Riset 

Akuntansi, Vol. 2. No. 1 Februari, 2012) h. 33 
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BMT memiliki beberapa prinsip dalam menjalankan kegiatannya, yaitu : 

1) Penumbuhan 

2) Profesionalitas 

3) Prinsip Islamiah.
13

 

c. Ciri-ciri Baitul Mal wa Tamwil  

BMT sebagai lembaga usaha yang mandiri memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut : 

1) Berorientasi bisnis, yaitu memiliki tujuan mencari laba 

bersama dan meningkatkan pemanfaatan segala potensi 

ekonomi yang sebanyak-banyaknya bagi para anggota dan 

lingkungannya. 

2) Bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat 

dimanfaatkan untuk mengelola dan sosial umat, seperti 

zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf. 

3) Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara 

swadaya yang melibatkan peran sera masyarakat 

disekitarnya. Lembaga ekonomi milik bersama antara 

kalangan masyarakat bawah dan kecil serta bukan milik 

perorangan atau kelompok tertentu diluar masyarakat 

sekitar BMT. Dukungan masyarakat dalam optimalisasi 

peran BMT sangat penting sebab lembaga BMT didirikan 

dari, oleh dan untuk masyarakat. Segala ide dan tujuan dari 

                                                             
13

 Opcit, h. 39-40 
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didirikannya BMT, antara lain untuk kepentingan 

masyarakat itu sendiri serta dilakukan secara swadaya dan 

berkesinambungan.
14

 

d. Fungsi Baitul Mal waTamwil 

Secara konseptual BMT memiliki dua fungsi, yaitu : 

1) Baitul mal (bait artinya rumah, al-mal artinya harta) 

menerima titipan (ZIS) dana zakat, infal dan sedakah serta 

mengoptimalkan distribusi sesuai dengan memberikan 

santunan kepada yang berhak (ashnaf) sesuai dengan 

peraturan dan amanat yang diterima. 

2) Baitul tamwil (bait artinya rumah, at-tanwil artinya 

pengembagan harta) melakukan kegiatan pengembangan 

usaha-usaha produkstif dan investasi dalam meningkatkan 

kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama 

dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang 

pembiayaan kegiatan ekonominya.
15

 

e. Peran Baitul Mal wa Tamwil 

Baitul Mal wa Tamwil memiliki peranan, diantaranya adalah : 

1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat 

non islam. Aktif dalam bersosialisai di tengah masyarakat 

                                                             
14

 Ahmad Hasan Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wa Tanwil, Bandung, Pustaka Setia, 

2013, h. 24 

15
 Ibid, h. 36 
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tentang arti penting sistem ekonomi islami, hal ini bisa 

dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara 

bertransaksi yang islami. Misalnya supaya ada bukti dalam 

transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur 

terhadap konsumen, dll. 

2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT 

harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga 

keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, 

pembinaan, penyuluhan, dan pengawasanterhadap usaha-

usaha nasabah. 

3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir. 

4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi 

yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan 

masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, 

oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi 

dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus 

diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayan, BMT 

harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal 

golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang 

dilakukan.
16

 

f. Sumber Pendapatan BMT Sumber-sumber pendapatan 

                                                             
16

 Ibid, h. 37 
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 BMT dengan cara melakukan kegiatan operasional dan 

pembiayaan dengan syariat-syariat Islam antara lain: a. Bagi hasil 

(Mudharabah dan musyarakah), sesuatu sistem yang meliputi tata cara 

pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan peneglola dana. b. 

Sistem Jual Beli (Ba‟I bitsaman ajil dan murabaha), suatu sistem 

pembelian dengan cara pihak bank akan membelikan barang yang 

dibutuhkan nasabah, kemudian Bank atau BMT menjual kepada 

nasabah dengan harga beli ditambah margin keuntungan. c. Sistem 

Sewa (Ijarah), perjanjian sewa yang member kesempatan penyewa 

untuk memanfaatkan barang yang disewa dengan imbalan uang sewa 

sesuai dengan persetujuan (setelah selesai barang bisa dikembalikan 

atau dijual kepada penyewa) d. Sistem Fee (Jasa), suatu pelayanan 

kepada nasabah, dan nasabah memberikan imbalan jasa sejumlah 

tertentu. 

2. MURABAHAH 

a. Pengertian Murabahah 

Murabahah ( مرابحة ) secara bahasa bermakna pemberian 

keuntungan. Kata Murabahah ( مرابحة) ) merupakan salah satu contoh dari 

wazan مفاعلة , yang berasal dari kata الربح.الربح maknanya adalah في النماء 

 Murabahah adalah akad jual beli .(pertumbuhan dalam perdagangan) التجر

dengan menetapkan harga perolehan dan margin keuntungan yang 

besarnya telah disepakati kedua belah pihak. Secara bahasa, kata 

“murabahah” diambil dari bahasa Arab dari kata ar-ribhu yang berarti 
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kelebihan dan tambahan (keuntungan).
17

 maka bagi orang Arab seseorang 

itu dianggap untung kalau aset dagangannya tumbuh/bertambah, hal ini 

senada dengan ayat Al-Qur'an; 

                              

16. mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah 

beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. 

Ketika disebutkan pembayaran produk ini adalah dengan cara 

murabahah dimana setiap sepuluh dirham diambil keuntungan satu dirham 

atau ketika seseorang berkata saya menjualnya dengan cara murabahah 

maka orang tersebut harus menyebutkan keuntungan yang dia ambil. Oleh 

sebab itu, dalam akad murabahah penyebutan jumlah keuntungan yang 

diambil oleh penjual adalah sebuah kemestian.
18

 

Dengan kata lain, murabahah dapat diartikan sebagai proses 

penjualan barang seharga barang yang kemudian menjualnya kembali 

dengan menetapkan selisih harga untuk memperoleh keuntungan dengan 

nilai tertentu. Jumlah keuntungan tersebut dapat ditentukan dalam nominal 

atau presentase tertentu berdasarkan harga pembeliannya. Sumber lain 

                                                             
17

 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan 

Agama (Jakarta: Kencana, 2014), h.222 

18
 Mohd Winario, Irawati, Hasgimianti, Emilia Susanti, Analisis Penerapan Pembiayaan 

Akad Murabahah Bank Rakyat Indonesia Syariah (Bri Syariah) Pekanbaru, (Indonesian 

Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE) Vol. 3, 2020) h. 23. 
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mengatakan bahwa murabahah adalah jual beli barang pada harga asal 

dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
19

 

Hal yang harus terpenuhi dalam murabahah salah satunya adalah si 

penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan 

menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.
20

 

Merujuk pada kamus istilah Keuangan dan Perbankan Syariah 

yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, disebutkan bahwa 

pengertian murabahah adalah: “Bai murabahah (bai’ul murabahah) adalah 

jual beli barang yang pada harga asal tambahan keuntungan yang 

disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga pokok 

yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai 

tambahannya.”
21

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah, definisi murabahah terdapat dalam penjelasan 

Pasal 19 ayat (1) huruf d, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan akad 

murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan 

harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga 

yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
22

 

                                                             
19

 Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2001), h.101 

20
 Adiwarman A.Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: Raja 

Grafindo,2004), h.113. 

21
 Wiroso, Produk Perbankan Syariah (Jakarta: LPFE Usakti, 2011), h.169. 

22
 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspekaspek Hukumnya 

(Jakarta: Kencana 2014), h.192. 
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Pengertian lain tentang akad murabahah terdapat dalam Fatwa 

Dewan Syariah Nasional No. 04/DSNMUI/IV/2000. Fatwa tersebut 

menyebutkan bahwa pembiayaan murabahah adalah fasilitas bank syariah 

bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan 

menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya 

dengan harga yang lebih sebagai laba.
23

 

Pendapat tentang akad murabahah juga menyebutkan bahwa jual 

beli berarti melepaskan objek tertentu yang memiliki nilai legal bagi 

sesuatu yang sama nilainya (yang disebut harga). Konsep penjualan juga 

meliputi tukar-menukar suatu barang dengan barang lain yang nilainya 

sepadan walaupun ada sejumlah batasan-batasan dalam hal ini. Haga dapat 

dibayarkan langsung pada saat penyerahan barang yang dijual atau setelah 

penyerahan barang-barang yang dibeli itu dilakukan atau barang-barang 

dapat diserahkan langsung dan harga dapat dibayarkan kemudian. Boleh 

jadi pembayaran harga begitu juga penyerahan barang dilakukan secara 

langsung.
24

 

Pembiayaan murabahah adalah penyediaan dana atau tagihan oleh 

lembaga keuangan syariah untuk transaksi jual beli barang sebesar dengan 

                                                             
23

 DSN-MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Jakarta: Gaung Persada, 2006), 

h.20. 

24
 A. Rahman I. Doi. Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah) 

(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h.455. 
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harga pokok yang ditambahkan keuntungan bagi bank berdasarkan 

kesepakatan dengan pihak yang melakukan pembiayaan.
25

 

Pembiayaan murabahah, yaitu pembiayaan berupa talangan dana 

yang dibutuhkan oleh nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan 

kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah 

dengan margin keuntungan. Margin diperoleh dari selisih harga beli dari 

pemasok dengan harga jual dari pihak lembaga keuangan kepada 

nasabah.
26

 

Menurut Janwari, jual beli barang dengan alat tukar disertai 

tambahan yang telah ditentukan. Dalam murabahah ini setidak-tidaknya 

ada dua pihak yang terlibat, yakni penjual dan pembeli. Disamping itu, 

dalam murabahah ini mesti ada kejelasan harga awal dan harga jual yang 

disampaikan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Ibnu Qudamah 

yang menyatakan bahwa murabahah adalah menjual dengan harga beli 

ditambah dengan keuntungan yang disepakati.Wahbah Az-Zuhayli 

memberikan definisi murabahah adalah “jual beli dengan harga awal 

ditambah keuntungan”. Menurut Ghofur, murabahah diartikan sebagai 

suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan 

pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Obyeknya 

                                                             
25

 Burhanuddin S, Aspek-Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah, Ed. Pertama, 

Yogyakarta,Graha Ilmu, 2010, h. 72. 

26
 Karnaen Perwaatmadja, Dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Ed. Pertama, 

Cet.Ke-1, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, h. 131 
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bisa berupa barang modal seperti mesin-mesin industri, maupun barang 

untuk kebutuhan seharihari seperti sepeda motor. Murabahah merupakan 

pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam praktik perbankan 

syariah di Indonesia. Murabahah bisa diimplementasikan untuk memenuhi 

kebutuhan barang modal ataupun barang konsumsi yang dibutuhkan oleh 

nasabah. Perbedaan peruntukan pembiayaan murabahah yang diterapkan 

bisa dibedakan berdasarkan objek akad, tujuan penggunaan objek dan 

nasabah yang mengajukannya. Pembedaan peruntukan ini dimulai saat 

nasabah mengajukan pembiayaan, dan disesuaikan dengan kebutuhan 

nasabah, kemampuan keuangan nasabah dan kriteria-kriteria yang sudah 

ditentukan bank, sampai terealisasinya pembiayaan tersebut. 

b. Dasar Hukum Murabahah 

Dasar Hukum Syariah Murabahah sebagai berikut: 

1) Al-Qur‟an: 

a) QS. Al Baqarah ayat 275 
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275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] 

tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang 

yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 

gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal 

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya 

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba), Maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 

[174] Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba 

nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh 

orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran 

suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih 

banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan 

mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan 

emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang 

dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat 
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ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab 

zaman jahiliyah. 

[175] Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak 

tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. 

[176] Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum 

turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan. 

b) QS. an-Nisa‟ ayat 29: 

                              

                          

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 

batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku 

dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah 

kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu. 

 

[287] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga 

larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang 

lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat 

merupakan suatu kesatuan. 

c) QS. al-Baqarah ayat 280: 
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280. dan jika (orang yang berhutang itu) dalam 

kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia 

berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau 

semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu 

mengetahui. 

2) Al-Hadits: 

a) Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. 

bersabda, 

“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: 

jual beli secara tangguh, muqaradhah 

(mudharabah), dan mencampur gandum untuk 

keperluan rumah, bukan untuk dijual.”
27

(HR Ibnu 

Majah). 

b) Hadis diriwayatkan ibn Majah dari Abu Sa‟id al-

Khudri, Rasulullah SAW bersabda : 

“Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama 

suka
28

 

3) Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 

Murabahah. 

                                                             
27

 Ibn Majah, Sunnah ibn Majah, Hadis No.2289,II : 769 

28
 Ibn Majah, Sunnah ibn Majah, Hadis No.2185,II : 737 
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c. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah 

Rukun Pembiayaan Murabahah 

Rukun dari akad murabahah yag harus dipenuhi dalam transaksi 

ada beberapa, yaitu : 

1) Pelaku akad, yaitu : ba’i (penjual) adalah pihak yang 

memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) 

adalah pihak yangmemerlukan dan akan membeli 

barang. Orang-orang yang berakad atau melakukan 

transaksi disyaratkan orang yang cakap bertindak hukum 

dalam hal ini adalah mampu mempertanggungjawabkan 

dan menanggung segala akibat hukum yang timbul 

akibat akad atau transaksi tersebut. Seperti kewajiban 

yang harus dilaksanakan dan akhak yang menjadi 

miliknya. Bagi mudharib, selain syarat di atas juga harus 

cakap dan diangkat sebagai wakil dalam hal ini 

disebabkan karena posisi orang yang mengelola modal 

adalah wakil pemilik modal atau orang yang diberi 

amana 

2) Objek akad, yaitu mabi‟ (barang dagangan) dan tsaman 

(harga), ; dan 
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3) Shigah, yaitu ijab dan qabul.
29

 Sighot aqad terdiri dari 

ijab (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan 

qabul (ungkapan menerima modal dan persetujuan 

pengelola modal dari mudharib). Sighat mudharabah 

merupakan konsekuensi prinsip antaraddin minkum 

(sama-sama rela) sehingga kedua belah pihak harus 

secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam 

akad mudharabah si pemilik dana setuju dengan 

kerelaannya untuk mengkontribuskan dan si pelaksana 

usaha pun setuju dengan peranannya untuk 

mengkontribusikan kerja.. 

Syarat Pembiayaan Murabahah 

Beberapa syarat pokok murahabah antara lain sebagai berikut : 

1) Murabahah merupakan akad jual beli ketika penjual secara 

eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akad 

dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan 

menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan. 

2) Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan 

berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum 

atau persentase tertentu dari biaya. 

                                                             
29

 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Ed. 1, Cet. Ke 3, Jakarta, Rajawali Pers, 

2011, h.82 
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3) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka 

memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak dan 

sebagainya dimasukkan kedalam biaya perolehan untuk 

menentukan harga agregat dan margin keuntungan 

didasarkan pada harga agregat. 

4) Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya 

perolehan barang dapat ditentukan secara pasti.
30

 

Syarat-syarat pelaksanaan akad 

1) Pemilikan atau penguasaan, pemilikan adalah 

penguasaan barang ketika orang yang melakukannya 

mampu bertasharruf sendiri pada barang itu tanpa ada 

penghalang syariah. 

2) Dalam barang yang akan diperjualbelikan hanya 

terdapat hak penjual, artinya barang yang di jual tidak 

ada hak orang lain selain penjual itu sendiri. 

d. Peran Pembiayaan Murabahah 

Peran merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun 

disiplin ilmu. istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, 

seorang actor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam 

posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara 

tertentu. Posisi aktor dalam teater (sandiwara) tersebut kemudian 

dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Menurut 

                                                             
30

 Ibid, h. 83-84 
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Hermansyah peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada 

seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara 

formal maupun secara informal. 

Peran didasarkan pada ketentuan dan harapan peran yang 

menerangkan apa yang individu harus lakukan dalam suatu situasi 

tertentu agar dapat memenuhi harapan mereka sendiri atau harapan 

orang lain yang menyangkut peran-peran tersebut Menurut Imanuel 

peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 

maka ia menjalankan suatu peran. Peran yang bias disebutjuga dengan 

peranan (role) memiliki beberapa arti: Aspek dinamis dari kedudukan, 

Perangkat hak-hak dan kewajiban, Perilaku aktual dari pemegang 

kedudukan, dan Bagian dan aktivitas yang dimainkan oleh seseorang.
31 

3. Fatwa DSN MUI NO 04/DSN-MUI/IV/2000 Terkait Pembiayaan 

Murabahah 

Murabahah sebagai pembiayaan tentu memiliki sebuah aturan 

khusus agar transaksinya tidak keluar dari syariah Islam. Aturan khusus 

tersebut dimuat dalam sebuah Fatwa MUI (2000) tentang ketentuan 

murabahah yang dapat disarikan sebagai berikut : 

a. Barang yang diperjualbelikan tidak di haramkan oleh syariah 

Islam. 

                                                             
31

  Muhammad Syafi`I Antonio, Bank Syariah dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema 

Insani, 2001), 168 
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b. BMT membiayai sebagian atau keseluruhan harga pembelian 

barang yang telah disepakati kualifikasinya. 

c. BMT membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama 

BMT sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 

d. BMT harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 

e. BMT kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 

(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus 

keuntungannya. Dalam kaitan ini BMT harus memberitahukan 

secara jujur harga pokok pembelian barang berikut biaya yang 

diperlukan. 

f. Jika BMT hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 

barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan 

setelah barang secara prinsip menjadi milik BMT. 

g. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya 

riil BMT harus dibayar dari uang muka tersebut. 

h. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan 

pesanannya. 

B. PENELITIAN TERDAHULU 

Sebagai acuan dalam penelitian ini dikemukakan hasil-hasil penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya dan relevan dengan penelitian ini yaitu: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 
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No Peneliti (Tahun) Judul Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Desi Nurhabibah 

(2018) Skripsi 

Implementasi akad 

murabahah pada 

produk 

pembiayaan 

Pertanian di bmt 

as-syafi‟iyah 

kabupaten 

pringsewu 

Dan bmt al-

hasanah kabupaten 

lampung selatan 

dalam perspektif 

ekonomi islam 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kualititatif  

 

Hak milik dalam 

akad murabahah 

pada Bank 

Muamalat KCP 

Parepare dimana 

objek tersebut 

secara sah menjadi 

milik Bank 

barulah kemudian 

dijual kembali 

kepada nasabah 

dan telah sesuai 

dengan Fatwa 

DSN MUI No 

04/DSN-

MUI/IV/2000 

2 ST. Mugnianti 

(2020) Skripsi 

Analisis penerapan 

akad murabahah 

dalam 

pengembangan 

usaha mikro kecil 

menengah di bmt 

fauzan azhiima 

parepare 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kualititatif  

 

Penerapan akad 

yang digunakan 

adalah jual beli 

yang dilakukan 

dengan 

pembayaran 

angsuran, tidak 

adanya sistem 

bunga, denda dan 

registrasi tidak 

sulit. Dampaknya 

sangat 
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menguntungkan 

bagi masyarakat 

karena mudah 

untuk 

mendapatkan 

barang dan modal 

usaha 

3 Dian Junitasari 

dan Risma Wira 

Barhata 

(2020) Finansia: 

Jurnal Akuntansi 

dan Perbankan 

Syariah 

Penerapan 

pembiayaan 

murabahah pada 

kantor kas bmt 

dana barokah 

muntilan 

kabupaten 

magelang 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kualititatif  

 

Hak milik dalam 

akad murabahah 

pada Bank 

Muamalat KCP 

Parepare dimana 

objek tersebut 

secara sah menjadi 

milik Bank 

barulah kemudian 

dijual kembali 

kepada nasabah 

dan telah sesuai 

dengan Fatwa 

DSN MUI No 

04/DSN-

MUI/IV/2000 

4 Ficha Melina dan 

Marina Zulfa 

(2020) Costing: 

Journal of 

Economic, 

Business and 

Accounting 

Implementasi 

pembiayaan 

murabahah pada 

baitul mal Wat 

tamwil (bmt) kota 

pekanbaru 

 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kualititatif  

 

Hak milik dalam 

akad murabahah 

pada Bank 

Muamalat KCP 

Parepare dimana 

objek tersebut 

secara sah menjadi 
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milik Bank 

barulah kemudian 

dijual kembali 

kepada nasabah 

dan telah sesuai 

dengan Fatwa 

DSN MUI No 

04/DSN-

MUI/IV/2000 

5 Andi Asruni, 

Zainal Said, dan 

Damirah (2022) 

Banco: Jurnal 

Manajemen dan 

Perbankan 

Syariah 

Analisis Fatwa 

DSN-MUI Nomor: 

4/DSN-

MUI/IV/2000 

Tentang Akad 

Murabahah Dalam 

Penerapan Hak 

Milik 

(Studi Pada Bank 

Muamalat KCP 

Parepare) 

 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kualititatif  

 

Hak milik dalam 

akad murabahah 

pada Bank 

Muamalat KCP 

Parepare dimana 

objek tersebut 

secara sah menjadi 

milik Bank 

barulah kemudian 

dijual kembali 

kepada nasabah 

dan telah sesuai 

dengan Fatwa 

DSN MUI No 

04/DSN-

MUI/IV/2000 

7 Siti Maisarah 

(2022) Skripsi 

Analisis 

Pembiayaan 

Murabahah Dalam 

Meningkatkan 

Pendapatan 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kualititatif  

Mekanisme 

pembiayaan 

murabahah 

dilakukan dengan 

cara nasabah 
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Nasabah (Studi 

Pada Bmt Taman 

Indah Aceh Besar) 

 mengajukan 

pembiayaan dan 

menentukan 

barang yang ingin 

dibelikan kepada 

BMT kemudian 

BMT membelikan 

barang dan 

menjual kembali 

dengan harga dan 

margin yang telah 

disepakati 

8 Zezi Nanda 

Oktafiya, Chaidir 

Iswanaji,  

 JAS (Jurnal 

Akuntansi 

Syariah) 

Desember 2020 

Menyibak 

Penerapan Psak 

102 Atas Prosedur 

Akad Murabahah  

(Studi Kasus Pada 

Kspps BMT Arma 

Magelang) 

 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kualititatif  

 

Bahwa perlakuan 

akuntansi terhadap 

pembiayaan 

murabahah yang 

dilakukan BMT 

Arma sesuai 

dengan prinsip 

akuntansi yaitu 

PSAK 102 

9 Mohm. Winaryo, 

Irawati, 

Hasgimianti, 

Emilia Susanti, 

Indonesian 

Interdisciplinary 

Journal of Sharia 

Economics 

(2020) 

Analisis Penerapan 

Pembiayaan Akad 

Murabahah Bank 

Rakyat Indonesia 

(BRI Syariah) 

Pekanbaru 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kualititatif  

 

Penerapan 

pembiayaan BRI 

Syariah Pekanbaru 

menggunakan 

sistem persentase 

berjenjang tiap 

tahunnya dari BI 

Rate dan melihat 

margin yang 
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berlaku di Bank 

lainnya. 

10 Ficha Melina dan 

Marina Zulfa 

(2020) Costing: 

Journal of 

Economic, 

Business and 

Accounting 

Implementasi 

pembiayaan 

murabahah pada 

baitul mal Wat 

tamwil (bmt) kota 

pekanbaru 

 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kualititatif  

 

Hak milik dalam 

akad murabahah 

pada Bank 

Muamalat KCP 

Parepare dimana 

objek tersebut 

secara sah menjadi 

milik Bank 

barulah kemudian 

dijual kembali 

kepada nasabah 

dan telah sesuai 

dengan Fatwa 

DSN MUI No 

04/DSN-

MUI/IV/2000 

11  

 Venny Nur 

Famella 

Skripsi (2021) 

Analisis Prosedur 

Pembiayaan 

Murabahah Mikro 

Ib 25 Kepada 

Usaha Mikro Kecil 

Menengah Pada 

Bank Syariah 

Indonesia Kcp 

Mojokerto Pada 

Masa Pandemi 

Covid-19 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kualititatif  

 

Hak milik dalam 

akad murabahah 

pada Bank 

Muamalat KCP 

Parepare dimana 

objek tersebut 

secara sah menjadi 

milik Bank 

barulah kemudian 

dijual kembali 

kepada nasabah 

dan telah sesuai 
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dengan Fatwa 

DSN MUI No 

04/DSN-

MUI/IV/2000 

12 Yunita Fitri 

Skripsi (2019) 

Analisis 

Pembiayaan 

Mudharabah pada 

BMT dalam 

meningkatkan 

pendapatan 

masyarakat 

periode 2009-2013 

(studi kasus pada 

BMT Muawanah 

Plaju) 

 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kualititatif  

 

Penerapan akad 

yang digunakan 

adalah jual beli 

yang dilakukan 

dengan 

pembayaran 

angsuran, tidak 

adanya sistem 

bunga, denda dan 

registrasi tidak 

sulit. Dampaknya 

sangat 

menguntungkan 

bagi masyarakat 

karena mudah 

untuk 

mendapatkan 

barang dan modal 

usaha 

13 Syifa Ardiani, 

Nana Diana, 

Jurnal Ilmiah 

Wahana 

Pendidikan 

(2023) 

Analisis penerapan 

akuntansi 

murabahah dalam 

pembiayaan KPR 

pada Bank Syariah 

Indonesia (BSI) 

Cabang Karawang 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kualititatif  

 

Hak milik dalam 

akad murabahah 

pada Bank 

Muamalat KCP 

Parepare dimana 

objek tersebut 

secara sah menjadi 
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milik Bank 

barulah kemudian 

dijual kembali 

kepada nasabah 

dan telah sesuai 

dengan Fatwa 

DSN MUI No 

04/DSN-

MUI/IV/2000 

14 Lukman 

Hartyoso, Jurnal 

Law and Justice 

2017 

Penerapan Prinsip 

Pembiayaan 

Syariah 

(Murabahah)pada 

BMT Bina Usaha 

di Kabupaten 

Semarang 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kualititatif  

 

Hak milik dalam 

akad murabahah 

pada Bank 

Muamalat KCP 

Parepare dimana 

objek tersebut 

secara sah menjadi 

milik Bank 

barulah kemudian 

dijual kembali 

kepada nasabah 

dan telah sesuai 

dengan Fatwa 

DSN MUI No 

04/DSN-

MUI/IV/2000 

15 Luluk Ernawati, 

Journal of 

Finance and 

Accounting 

Studies, 2020 

Analisis penerapan 

akuntansi 

murabahah 

berdasarkan PSAK 

102 (studi kasus 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kualititatif  

Hak milik dalam 

akad murabahah 

pada Bank 

Muamalat KCP 

Parepare dimana 
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BMT Maslahah 

cabang pembantu 

Diwek 

 objek tersebut 

secara sah menjadi 

milik Bank 

barulah kemudian 

dijual kembali 

kepada nasabah 

dan telah sesuai 

dengan Fatwa 

DSN MUI No 

04/DSN-

MUI/IV/2000 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. JENIS PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk jenis penelitian lapangan 

(field research). Jenis dan Sifat Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian 

jenis lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara 

intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan 

mempelajarinya sebagai suatu kasus
32

. 

Penggunaan jenis penelitian field research ini dikarenakan “peneliti harus 

terjun ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan 

partisipan atau masyarakat berarti turut serta merasakan apa yang mereka rasakan 

dan juga sekaligus mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang 

situasi setempat”.
33

 

Menurut Sugiyono “penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data 

yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan 

pada angka.”
34

 Pengambilan data dilakukan dengan teknik purposive sampling, 

                                                             
32

 Suraya Murcitaningrum, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, (Lampung: Ta‟lim 

Pers,2012), h. 95 

33
 R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, 

(Jakarta: Grasindo, 2010), h. 9  

34
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kulaitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 9 



 

 

dengan kecenderungan peneliti untuk memilih informan yang dianggap 

mengetahui informasi dan pemahaman mendalam.
35

 

Berdasarkan sifat penelitian di atas, maka penelitian ini berupaya 

mendeskripsikan secara sistematis dan faktual pengawasan pembiayaan 

murabahah di BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara di Kota 

Pekanbaru. Deskripsi tersebut didasarkan pada data-data yang terkumpul selama 

penelitian. 

B. LOKASI PENELITIAN 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan 

untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung atau bisa dibilang 

lokasi penelitian itu adalah dimana penelitian itu berlangsung. Lokasi penelitian 

ini dilaksanakan bertempat di BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara 

Jl. Purwodadi No. A7, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. 

C. SUMBER DATA 

“Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data di 

peroleh.”
36

Penelitian menempatkan sumber data sebagai subyek yang memiliki 

kedudukan penting. Konsekuensi lebih lanjut dari posisi sumber data tersebut 

adalah ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan 

ketepatan data yang diperoleh. 
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 Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial-Agama, (Bandung: 

Remaja Rosda Karya, 2003), h. 165 

36
 SuharsimiArikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172 



 

 

 

38 

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu 

sumber primer dan sumber sekunder. Klasifikasi suumber data tersebut 

bermanfaat sebagai acuan untuk memilah data yang seharusnya menjadi prioritas 

dalam penelitian. 

1. Sumber Primer 

Sumber primer adalah “sumber data pertama di mana sebuah 

penelitian dihasilkan”
37

Sumber primer dalam penelitian ini adalah 

subyek penelitian yaitu kepala capem, karyawan, dan nasabah BMT 

Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara kota Pekanbaru. 

2. Sumber Sekunder 

“Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber 

data primer”
38

Menurut Sugiyono, sumber sekunder adalah “sumber 

yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, 

misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.”
39

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam mengumpulkan data 

tentang pengawasan pembiayaan murabahah tidak hanya bergantung 

kepada sumber primer, tetapi melalui pula buku dan dokumen yang 

berkaitan dengan pembiayaan murabahah, di antaranya adalah 

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah, buku 
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 Burhan Bungin, Metedelogi Penelitian Sosial, (Surabaya: Airlangga University Press 

2001), h. 129 

38
 Ibid 

39
 Sugiyono, Memahami Penelitian, h. 62 
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karya Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, buku 

karya M Nur Rianto Al-Arif, Lembaga Keuangan Syariah, buku karya 

Muhammad Syafii Antonio,Bank Syariah dari Teori ke Praktik, buku 

karya Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis 

Syariah, Fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000, dan buku lain 

yang relevan dengan penelitian ini. 

D. METODE PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar yang ditetapkan. 

Menurut Sugiyono, “dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data 

dilakukan pada natural setting (kondisi alamiah), sumber data primer dan teknik 

pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participican 

observation), wawancara mendalam (in dept interview) dan dokumentasi.”
40

 

1. Wawancara (interview) 

“Wawancara adalah “sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara”.
41

 Definisi lain menjelaskan wawancara atau “interview 

digunakan untuk mendapatkan data yang pada umumnya hanya dapat 

                                                             
40

 Ibid, h. 63 

41
 SuharsiniArikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis, Edisi Revisi, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 132 
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diperoleh secara langsung dalam temu muka pribadi,seperti fakta-fakta 

intim tentang riwayat hidup seseorang, kebiasaan hidup pribadi, tentang 

keluarga, pendirian, sikap dan sebagainya.”
42

 

Adapun data-data yang diharapakan diperoleh dari metode 

wawancara tersebut adalah data tentang pembiayaan murabahah di BMT 

Assyafi`iyah Kota Metro. Jenis wawancara yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin. Hal ini karena seluruh 

kerangka pertanyaan telah disediakan. Metode wawancara ini ditujukan 

kepada manajer, karyawan dan nasabah BMT Usaha Gabungan Terpadu 

(UGT) Nusantara kota Pekanbaru. 

2. Observasi 

Observasi dilakuan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan 

manusia seperti terjadi dalam kenyataan.”
43

Dalam penelitian yang 

diobeservasi adalah perilaku subjek penelitian, yaitu karyawan BMT 

Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara kota Pekanbaru. “Dalam garis 

besarnya observasi dapat dilakukan (1). dengan partisipasi, pengamat jadi 

sebagai partisipan, atau (2). tanpa partispasi, pengamat jadi sebagai non 

partisipan.”
44

 

3. Dokumentasi 
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 Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 121 

43
 Ibid, h. 115 

44
 Ibid. h. 107 
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Dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, legger, agenda dan sebagainya.
45

 Dokumentasi dalam penelitian ini 

yang peneliti gunakan adalah arsip untuk mengetahui stuktur organisasi, 

jumlah karyawan, manajer, dan data-data dokumentasi lainnya. 

E. METODE ANALISIS DATA 

“Analisa data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, 

sistemisasi, penafsiran dan verivikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai 

sosial, akademis dan ilmiah.”
46

 Analisis data dilakukan selama dan setela 

pengumpulan data dengan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik analisa data Miles and Huberman sebagaimana dijelaskan oleh 

Sugiyono, “Aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

Setelah data terkumpul, dipilah-dipilah dan disajikan, maka langkah 

selanjutnya adalah menarik kesimpulan dengan menggunakan metode kualitatif 

deskriptif. Aktivitas analisis data terbentuk berdasarkan interaksi ketiga 

komponen analisis data secara sistematis antara lain sebagai berikut: 

1. Reduksi data (data reduction): 

Merupakan cara yang dilakukan peneliti dalam melakukan analisis untuk 

mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang 
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 Ibid, h. 130 

46
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tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat menarik 

kesimpulan atau memperoleh pokok temuan. 

2. Penyajian data (data display): 

Merupakan gambaran jelas tentang keseluruhan data yang pada akhirnya 

akan dapat membentuk sebuah kesimpulan yang mudah dimengerti dan 

dipahami 

3. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing): 

Merupakan pengecekan keakuratan dan validitas suatu penelitian yang 

telah kamu jalani. Dengan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten, sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih kredibel. 

F. GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi 

BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 

Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi 

dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 

09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. Dan pada bulan Desember 

2020 melakukan PAD dengan perubahan nama KSPPS BMT UGT Nusantara. 

Pengurus BMT UGT Nusantara periode 2019-2022 telah merumuskan visi 

dan misi baru yang lebih membumi dan sejalan dengan jatidiri santri.  Visi baru 

yaitu Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat yang kami singkat 

menjadi MANTAB. 
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Selain itu,  misi BMT UGT Nusantara juga diperbarui yaitu mengelola 

koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri, menerapkan sistem syariah yang sesuai 

dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), 

menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkokoh sinergi 

ekonomi antar anggota, memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, 

memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan meningkatkan 

kesejahteraan anggota dan umat.
47

 

Sedangkan untuk wilayah Riau, Pekanbaru BMT UGT Nusantara berdiri 

pada Desember 2012. Awal berdiri kantor BMT UGT Nusantara terletak di Jl. 

Delima kemudian berpindah kantor ke Jl. Purwodadi No. A7, Sidomulyo Barat, 

Tampan, Pekanbaru. 

Tabel 4.1 

Struktur Kantor Cabang 

 

 

 

 

Kepala Manager  : Muhammad Salahuddin 

Kepala Cabang Pembantu : Gustriadi 

                                                             
47

 BMT UGT Sidogiri, Sejarah BMT-UGT Sidogiri, diakses pada tanggal 12 Juni 2023 

dari http://bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-6.html. 
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Kasir    : Rezki Ridho Putra 

AOSP    : Muhammad Munawwir 

AOAP    : 1. Imron Rosyadi 

      2. Imam Hanafi



 

 

51 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah implementasi 

pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara sebagai berikut. 

1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Murabahah : Pemohon 

mengisi formulir pengajuan pembiayaan, melengkapi 

persyaratan administrasi, Tahap selanjutnya pengecekan data 

pemohon di BI checking atau Slik OJK sebagai bahan 

pertimbangan. 

2. Prosedur Penilaian Kelayakan Pembiayaan Murabahah : 

Setelah proses pertama selesai, pihak BMT selanjutnya menilai 

nasabah tersebut layak menerima pembiayaan dengan cara 

penilaian 5C : Caracter, Capacity, Capital, Collateral, 

Condition. 

3. Prosedur Pencairan Pembiayaan Murabahah : BMT 

membelikan langsung motor yang dimaksud kemudian 

menjualnya kembali dengan anggota atau nasabah dengan 

harga pokok dan keuntungan yang telah disepakati, BMT 

melakukan akad murabahah bil wakalah artinya BMT 

memberikan hak wakil pembelian barang kepada anggota atau 

nasabah dengan harga dan keuntungan yang telah disepakti.
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4. Penyelesaian Pada Pembiayaan Murabahah Bermasalah : 

resechedule atau penjadwalan kembali tagihan pembiayaan, 

Restructuring atau mengatur ulang jumlah kredit yang diberikan, 

Penghapusan hutang keuntungan dan nasabah hanya perlu 

membayar pokok harga barang pembelian 

5. Dari beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan 

murabahah di BMT mengalami fluktuatif yaitu kurangnya 

mengikuti trend konsumtif yang ada di kalangan msyarakat 

sekarang, yang mana sistem pembiayaan virtual atau online 

lebih mudah tanpa harus datang ke BMT, kemudian lebih cepat 

dalam proses pencairan dana. Kemudian juga hal yang 

mendasar adalah pandangan masyarakat tentang keuangan 

syariah itu sendiri.  

B. SARAN 

1. Untuk BMT UGT Nusantara, harapan kedepannya mulai berbenah 

mengikuti perkembangan keuangan yang sekarang mulai canggih 

sebagai bentuk mengikuti perkembangan keuangan syariah. 

2. Bagi peneliti hasil penelitian ini bisa menjadi referensi dan 

perbandingan untuk penelitian selanjutnya dan sebagai bahan 

pertimbangan penelitian yang lebih mendalam selanjutnya dengan 

variabel berbeda 
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